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Abstract: 
Iran’s accountability in developing nuclear program is questioned by the West and international agencies, such as the United Nations and IAEA. The Islamic government of Iran is considered  violating the NPT and Safeguards Agreement which it ratified in 1968 and 1974 respectively. On the contrary, the Iranian government asserts that it develop nuclear program for peaceful purposes and domestic energy -consumption.. Additionally, the government deplores  the West and international agencies which intervene its national nuclear program while they allow other countries, such as Israel, India, Pakistan, in developing similar project. They have conducted  negotiations for several times but their differences have not been bridged yet.
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Paling tidak, dalam dua puluh lima tahun terakhir, hubungan Iran dengan negara –negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS) mengalami ketegangan. Hal ini terjadi karena negara yang terletak di kawasan Persia tersebut mencanangkan program pengembangan nuklir. Pada hal, pada periode sebelumnya, ketegangan antara kedua belah itu tidak pernah terjadi. Dalam perkembangannya, ketegangan itu tidak semata –mata terjadi antara Iran dengan  negara –negara Barat, akan tetapi juga antara Iran dengan badan –badan internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan Internasional Atomic Energy Agency. Tulisan berikut membahas sekitar ketegangan yang melibatkan beberapa pihak tersebut.

Bantuan Barat.
Secara historis, ikhtiar para petinggi Iran untuk mengembangkan tehnologi energi nuklir dapat dilacak kembali keberadaannya pada paruh kedua dekade 1950an. Meningkatnya kebutuhan energi sebagai konsekwensi meningkatnya jumlah penduduk serta terbatasnya jumlah cadangan minyak yang ada di perut bumi negara itu, antara lain, merupakan alasan pokok pengembangan tehnologi itu. Mengingat peran vital Iran sebagai negara sekutu pada masa Perang Dingin, negara –negara Barat, khususnya AS, menyambut baik ikhtiar tadi dan siap memberikan bantuannya.  Presiden AS pada waktu itu, Dwight Eisenhower, menyatakan  tekadnya memberikan bantuan kepada negara yang dipimpin oleh Moh Reza Shah Pahlevi. Bantuan itu sendiri disalurkan melalui kegiatan  yang dikenal dengan nama  Atom for Peace Program (http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_program_of_Iran). 

Pada bulan Maret 1957, kedua negara sepakat menandatangani “perjanjian kerjasama  dalam bidang penelitian untuk menggunakan  atom bagi tujuan –tujuan damai”.  Bagi AS sendiri, perjanjian itu akan memungkinkan banyak perusahaan dari negaranya untuk melakukan investasi di Iran di bidang nuklir sipil, seperti menyangkut persoalan medis dan  perawatan kesehatan. Disamping itu, perjanjian tersebut juga berisi ketentuan bahwa Atomic Energy Commission kepunyaan AS berkewajiban  meminjamkan kepada Iran uranium berkadar rendah sebanyak 13,2 pound untuk maksud –maksud penelitian. 

Hanya dua tahun setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut, Shah Reza Pahlevi memerintahkan didirikannya  Tehran Nuclear Research Center atau Pusat Penelitian Nuklir Teheran. Pusat Penelitian ini berkedudukan di komplek Universitas Teheran dan segala kegiatannya dikendalikan oleh Atomic Energy Organization of Iran (AEOI). Selain itu, Reza Pahlevi juga mengajukan permintaan agar Iran dapat segera melakukan perundingan lagi dengan AS untuk menyediakan sebuah reactor berkekuatan lima megawatt. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam program pengembangan nuklir ini pemerintahan Shah Pahlevi menyediakan dana sebesar $ 1 milyard pada tahun 1974 dan sebesar $ 180 juta pada tahun 1977. 


Untuk memperoleh dukungan negara –negara lain maupun badan –badan internasional dalam program pengembangan energi nuklirnya, pemerintah Iran pada bulan Juli 1968 menandatangani Non Proliferation Treaty (NPT).   Setelah menelaah ketentuan –ketentuan yang tercantum di dalamnya, lembaga legislatif Iran (Majelis) menyetujui isi traktat tersebut dan meratifikasinya. Bagi Iran, traktat itu sendiri mulai berlaku 5 Maret 1970. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal IV traktat tadi, maka Iran mempunyai hak untuk meneliti, memproduksi dan menggunakan energi nuklir untuk tujuan –tujuan damai tanpa adanya diskriminasi. Disamping itu, Iran berhak   memperoleh peralatan, bahan –bahan dan  informasi serta  tehnologi ilmiah energi nuklir. Sedangkan dalam tahun 1974, Iran menandatangani Safeguards Agreement dengan International Atomic Energy Agency (IAEA). Dengan demikian, Iran, dalam program pengembangan nuklirnya, bersedia diawasi oleh badan dunia ini.

Pada paruh pertama dekade 1970an, paling sedikit ada dua peristiwa penting yang mendorong Iran semakin berketetapan hati mempercepat pengembangan program nuklirnya. Pertama, terjadinya perang antara negara –negara Arab dengan Israel pada tahun 1973. Konsekwensi terjadinya perang ini adalah negara –negara Arab pengexport minyak yang tergabung dalam OAPEC melakukan embargo penjualan minyak ke negara –negara Barat pendukung Israel. Pada waktu itu, pasar internasional mengalami krisis akibat langkanya minyak dan harga minyakpun segra meroket. Iran perlu mempertimbangkan pemanfaatan  energi nuklir yang lebih murah andaikata harga minyak tetap tinggi di pasar internasional. Iran, sebagai negara produsen minyak penting dunia, menganggap penting mencari sumber energi lain selain minyak dan yang dianggap lebih rendah harganya.

Kedua, studi yang dilakukan oleh Stanford Research Institute, AS, menyatakan bahwa Iran akan memerlukan listrik dengan kapasitas 20.000 megawatt pada tahun 1990. Oleh karena alasan itulah, Iran berkepentingan untuk mengembangkan energi selain minyak. Menurut AS, Iran memerlukan beberapa reactor nuklir untuk mencukupi kebutuhan energy penduduknya. AS tentu memperoleh  keuntungan ekonomis dan finansial dengan ikut mengembangkan reaktor nuklir  Iran dan keuntungannya tadi akan meringankan bebannya dari biaya mengimport  minyak dari negara yang dipimpin oleh Reza Pahlevi. 

Iran, yang kala itu memperoleh keuntungan besar –besaran akibat naiknya secara tajam harga minyak dunia, mengembangkan reaktor nuklir yang ambisius. Shah Reza Pahlevi mencanangkan pembangunan 23 reaktor nuklir. Untuk keperluan tadi, pemerintah Iran menandatangani kontrak dengan perusahaan Kraftwerk Union dari Jerman dengan tujuan membangun dua reaktor nuklir berkekuatan 1200 megawatt yang berkedudukan di Bushehr (Sahimi, 2006: 4). Pembangunan ini dimulai tahun 1974. Satu tahun kemudian, Massachusetss Institute of Technology, sebuah lembaga pendidikan tinggi ternama di AS, menandatangani kontrak dengan Atomic Energy Organization of Iran berisi diantaranya memberikan pelatihan kepada para insinyur nuklir dari Iran. Oleh karena itulah, tidak mengherankan jika ribuan ahli dari Iran dikirim ke lembaga –lembaga pendidikan terkemuka di AS. Lain daripada itu, ada informasi yang menyatakan bahwa pemerintah Iran akan membeli delapan buah reaktor nuklir dari AS untuk meningkatkan kemampuan di bidang energi  listrik. Selanjutnya, pada bulan Juli 1978, kedua negara menandatangani perjanjian kerjasama di bidang nuklir. Perjanjian ini bertujuan mempermudah mereka melakukan kerjasama di bidang energi nuklir, transfer peralatan dan bahan –bahan yang diperlukan bagi program energy nuklir Iran.

Setelah mengadakan kontrak dengan AS, pemerintah Iran mengadakan kontrak sejenis dengan pemerintah Perancis. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan negara Eropa Barat tadi membangun Pusat Tehnologi Nuklir di Esfahan pada pertengahan decade 1970an. Para insinyur Iran juga dikirim ke Perancis untuk mengikuti pelatihan di berbagai lembaga pendidikan tinggi di negara itu. Nantinya, mereka akan dipekerjakan di reactor nuklir Bushehr. Dalam tahun 1974, pemerintah menandatangani perjanjian dengan sebuah perusahaan Perancis, Framatome, untuk mendirikan dua reaktor yang masing –masing berkekuatan 950 megawatt. Rencananya, reaktor nuklir tersebut akan dibangun di Arkhovin, dekat kota Ahvaz. Perusahaan yang berasal dari Perancis itu sendiri telah melakukan persiapan untuk pendirian reaktor tadi. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya,  pembangunan reaktor ini dibatalkan. Setelah berlangsung Revolusi Islam di Iran tahun 1979, pemerintah Perdana Mentri Mehdi Bazargan tidak memberikan persetujuan.

Sesungguhnya, pada tahun 1992 Iran menandatangani kontrak dengan RR Cina untuk membangun reactor nuklir di Darkhovin. Akan tetapi, kontrak itu belum berhasil dilaksanakan oleh Cina. Penundaan pembangunan reaktor ini kemungkinan besar disebabkan letak Darkhovin yang berdekatan dengan perbatasan wilayah Irak. Iran khawatir pada suatu saat nanti, Irak, yang merupakan rival tradisionalnya, akan menghancurkan reactor tersebut.


Untuk merealisir ambisinya memproduksi energy non konvensional ini secara besar –besaran, pemerintah Iran juga mencari bahan dari negara –negara lain, seperti Afrika Selatan. Hal ini dilakukan Iran pada decade 1970an. Dari Afrika Selatan, Iran memperoleh uranium.
Revolusi Islam Iran.
Pada tahun 1979, karena alasan –alasan domestik, terjadilah perubahan  politik secara besar –besaran di Iran. Regime Shah Reza Pahlevi  dianggap tidak mampu menjembatani perbedaan antara kemajuan bidang sosial –ekonomi disatu pihak dengan kemandegan sistem politik di lain pihak, sehingga sewaktu terjadi krisis ekonomi, mereka dengan mudah digulingkan melalui revolusi yang dipimpin ulama Islam yang populis, Imam Khomeini (Abrahamian 1985: 427). Pemerintahan Islampun segera berdiri disana. Revolusi ini membewa dampak negative bagi hubungan Iran dengan AS, yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Jimmy Carter. Para pemimpin Iran yang baru tidak begitu senang dengan orientasi politik luar negeri Iran pada masa pemerintahn Shah Reza Pahlevi yang begitu dekat dengan Barat, khususnya dengan AS. Malah, negara –negara Barat dianggap  terlibat terlalu jauh dalam urusan domestic negaranya. Oleh karena itu, tidak mengherankan, andaikata pada waktu berlangsungnya revolusi, mahasiswa Iran menduduki Kedutaan Besar AS di Teheran dan menyandera para diplomat AS selama 444 hari, mulai 4 November 1979 sampai 20 Januari 1981. Amerika Serikat menganggap pendudukan mahasiswa atas kedubesnya dan penyanderaan para diplomatnya memperoleh restu dari para pemimpin baru Iran. Terlebih dari itu, pemerintahan Jimmy Carter menganggap pendudukan dan penyanderaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap immunitas diplomat asing dan hukum internasional. Hubungan diplomatik kedua negara  segera memburuk dan mengalami penurunan drastis. 

Pada waktu revolusi politik Islam terjadi, pembangunan reactor nuklir di Iran sudah akan selesai dalam waktu tidak lama lagi. Pembangunan Reaktor Bushehr 1 sudah selesai 90% dan 60% dari peralatannya sudah terpasang. Sedangkan Reaktor Busher 2 sudah selesai 50%. Namun karena terjadi ketegangan hubungan diplomatic dengan Barat dan krisis keuangan di Iran, maka kelanjutan program pembangunan nuklir Iran terkatung –katung. Pemerintahan Perdana Mentri Mehdi Bazargan menyatakan bahwa Iran tidak memerlukan energy nuklir dan pembangunan reaktornyapun dihentikan.

Tumbangnya Shah Reza Pahlevi dan berdirinya pemerintahan Islam, tidak menjadikan  stabilitas politik segera terwujud di Iran. Pergolakan politik domestic tetap berlangsung disana. Dalam situasi politik yang tidak menentu seperti ini, Irak menyerang Iran dan perang kedua negara berlangsung antara 1980 -1988. Tujuan Irak menyerang Iran, tidak saja dipengaruhi perbedaan etnis dan aliran dalam Islama, akan tetapi juga didorong keinginan  menguasai terusan Shat al –Arab, wilayah Kurdistan, pulau Abu Musa, Tunbs besar dan kecil serta mencegah berkembangnya Revolusi Islam di Kawasan Teluk Persi (Danziger, 2005: 405 -406).   Peperangan dengan Irak ini membawa konsekwensi buruk bagi program nuklir Iran. Diperkirakan, Irak melakukan paling sedikit enam kali pemboman terhadap reactor Bushehr 1 dan Bushehr 2, yaitu Maret 1984, Februari 1985, Maret 1985, Juli 1986 dan dua kali dalam bulan November 1987. Sebenarnya, reactor Bushehr 1 akan selesai dalam waktu tiga tahun lagi. Mengingat adanya pemboman, reactor tersebut mengalami kerusakan berat. Walaupun demikian, untungnya, peralatan utama reactor belum terpasang dan masih tersimpan di Itali dan Jerman.

Memburuknya hubungan dengan Barat dan AS, peperangan dengan Irak dan krisis keuangan nasional, menyebabkan kemampuan Iran mengembangkan di bidang energy  mengalami gangguan yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintahan Islam Iran menyadari perlunya pengembangan tehnologi nuklir untuk pemenuhan kebutuhan energinya. Kemudian, Presiden Hashemi Rafsanjani memulai kembali pengembangan program nuklirnya. 

Sebetulnya, program pengembangan nuklir Iran tidak semata –mata dikaitkan dengan kebutuhan energy yang makin meningkat, akan tetapi ada indikasi dengan program pengembangan kemampuan militernya, yakni senjata nuklir. Kemampuan Irak, lawan politiknya, dalam mengembangkan senjata nuklir, membuka mata pemimpin Iran akan perlunya mengembangkan senjata serupa. Juga kemampuan Israel, lawan politik lainnya, dalam pengembangan senjata nuklir, menyadarkan Iran perlunya memiliki kemampuan senjata sejenis. India dan Pakistan yang telah berhasil mengembangkan persenjataan nuklir, posisi strategis Iran maupun soal perbatasan dengan Uni Soviet/Rusia semuanya ini menjadi pemicu bagi pengembangan persenjataan/nuklir Iran (Graham, 1979: 169). Ada indikasi, bahwa Iran sudah berhasrat mengembangkan senjata nuklir sejak  pertengahan decade 1970an. Mantan Presiden I the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), Akbar Etemad,  menyatakan bahwa  Tehran Nuclear Research Center (TNRC) juga melakukan experiment dengan bahan plutonium. Experiment semacam ini juga sering dikaitkan dengan upaya pembuatan bom nuklir. Diakui bahwa di dalam TNRC berkumpul pula para ahli perencanaan senjata nuklir. Asadollah Alam, salah seorang kepercayaan Shah Reza Pahlevi pada masa berkuasa, mengakui bahwa Shah Pahlevi berkeinginan agar negaranya memiliki senjata nuklir pula.

Untuk tujuan ini, yang dilakukan pemerintah Iran adalah mengajak Kraftwerk Union untuk membangun kembali reactor nuklir di Bushehr. Upaya ini gagal karena perusahaan Jerman menolak. Intervensi AS merupakan penyebab kegagalan upaya ini. Kemudian pemerintah Iran minta Kraftwerk Union bersedia mengirim komponen –komponen reactor dan dokumen tehnisnya ke negaranya karena telah dibeli. Upaya inipun gagal dan karenanya, Iran minta kompensasi sebesar $5,4 milyard. Nampaknya, sampai sekarangpun belum terselesaikan soal ini.  Di akhir decade 1980an, sebuah perusahaan konsorsium dari Jerman, Spanyol dan Argentina menawarkan kepada Iran penyelesaian reactor Bushehr 1. Namun tawaran ini digagalkan karena tekanan AS. Pada tahun berikutnya, rencana National Institute of Industry and Nuclear Equipment  dari Spanyol untuk merampungkan reactor tersebut juga berhasil digagalkan AS. Usaha Iran memperoleh  peralatan reactor dari sebuah perusahaan Itali tidak pernah terrealisir. Pemerintah AS menekan pemerintah Itali agar perusahaan tersebut membatalkan rencana penjualan peralatannya. Rencana Iran membeli peralatan reactor dari Republik Ceko dan Polandia kandas karena tekanan AS pula. 

Amerika Serikat, yang banyak dirugikan kepentingannya setelah munculnya pemerintah Islam di Iran, selalu berdalih bahwa Iran tidak terbuka terhadap pengawasan internasional dan ini bertentangan dengan Safeguards Agreement yang ditandatangani tahun 1974. Disamping itu, AS berkeyakinan bahwa Iran juga tengah mengembangkan persenjataan nuklir bersamaan dengan pengembangan energy yang diselimuti program pengembangan nuklir. Menurut AS, pemerintah Iran melanggar prinsip yang tercantum dalam NPT dan ditandatangani tahun 1968, dimana program pengembangan nuklir hanya untuk tujuan –tujuan damai dan bukan untuk memproduksi peralatan militer.

Walau mendapat tentangan dari AS, pemerintah Iran tetap berupaya menjalin kerjasama dengan pihak asing. Kemudian Iran bekerjasama dengan Uni Soviet/Rusia dalam membangun reactor Bushehr. Pada awalnya,  nampaknya usaha ini  akan sukses. Akan tetapi karena persoalan keuangan, rencana tersebut akhirnya dibatalkan Maret 1990. Dalam tahun 1991, Iran memperoleh pasokan material dari RRC berupa uranium hexafluoride, tetra fluoride dan uranium dioxide dalam jumlah tidak begitu banyak. Pasokan ini tidak pernah diberitahukan kepada IAEA. Dalam tahun 1995, Iran berupaya menjalin kerjasama lagi dengan Rusia untuk menyelesaikan reactor Bushehr dan diharapkan pembangunan reactor ini berada di bawah pengawasan IAEA dan dilaksanakan untuk memproduksi plutonium. Diharapkan reactor ini akan selesai dalam waktu empat tahun. Dalam kerjasama ini, Rusia berjanji menyiapkan reactor riset, memberikan uranium dan memberikan pelatihan kepada 15 ilmuwan nuklir Iran per tahun. Akan tetapi, karena adanya tekanan AS kembali, maka kerjasama ini batal. Rusia sendiri menyatakan bahwa rencana kerjasama seprti itu tidak pernah dibuat.  Seandainya tidak batal, Rusia akan mengalami kesulitan menyelesaikan pekerjaan tadi. Alasannya, Kraftwerk Union, pihak pertama yang membangun reactor Bushehr, tidak memberikan dokumen –dokumen tehnis kepada Iran. Sebenarnya, Rusia pernah mencari jalan tengah perselisihan antara Iran dengan barat. Rusia menawarkan agar pengayaan nuklir Iran dilakukan di wilayahnya dan produknya dikirim ke Iran. Namun usul ini kurang mendapat tanggapan (Carpenter 2006: 3). Iran juga mempunyai fasilitas nuklir lainnya, yaitu the Bonaab Atomic Energy Research Center di dekat kota Tabriz dan di Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine di Karaj, dekat Teheran. Akan tetapi fasilitas ini tidak berkaitan dengan tujuan –tujuan militer.

Ketidakpercayaan Barat dan lembaga –lembaga internasional terhadap program nuklir Iran yang dikatakan untuk tujuan –tujuan damai, meningkat semenjak Agustus 2002. Ketika itu kelompok oposisi yang berbasis di London, the National Council of Resistance of Iran (NCRI) mengungkapkan adanya instalasi pengayaan nuklir Iran secara rahasia di Arak dan Natanz (Parillo 2006: 2). Sebetulnya kecurigaan internasional tidak saja ditujukan terhadap kedua instalasi tersebut, akan tetapi juga terhadap reactor di Bushehr dan di the Isfahan Nuclear Technology Center. Di Isfahan ini, dipekerjakan sekitar 3000 ilmuwan dan hampir 366 ton uranium hexafluoride diproduksi sejak Maret 2004.

Karena tidak diberi ijin oleh pemerintah Iran untuk menginspeksi kebenaran laporan kelompok oposisi tersebut, maka pada tahun 2003 IAEA berkesimpulan bahwa Iran telah gagal melaksanakan tanggungjawabnya berdasar Safeguards Agreement  tahun 1974. Iran dinilai tidak bersedia melaporkan fasilitas –fasilitas dan proses kegiatan yang berkaitan dengan uranium. Menghadapi tuduhan ini, maka di akhir tahun itu, Iran menandatangani Additional Protocol  yang memungkinkan IAEA memiliki akses lebih besar mengawasi fasilitas nuklirnya. Namun dalam kenyataannya, apa yang dijanjikan Iran tidak dilaksanakan. Direktur IAEA, Moh. ElBaradei, dalam pernyataannya September 2004, menyatakan bahwa Iran tetap tidak kooperative terhadap lembaga yang dipimpinnya dalam banyak hal, termasuk di dalamnya program senjata nuklir. Pada tahun 2006, para pengawas yang berasal dari IAEA  melaporkan bahwa Iran telah melakukan pengayaan nuklir dan pemisahan plutonium selama hampir 20 tahun tanpa pemberitahuan kepada badan yang berwenang, seperti IAEA (http://does.ewf.info/JTA.pdf). 

Sangsi Internasional
Karena Iran dianggap tidak cooperative, maka negara tersebut mendapat sangsi internasional. Pengenaan sangsi ini pertama kali dikenakan AS, berupa sangsi ekonomi. Mengingat IAEA juga menganggap bahwa Iran tidak bersedia bekerjasama dengan pihaknya,. maka Dewan Gubernur badan tersebut membawa persoalan program nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB. Konsekwensinya, Desember 2005, DK PBB mengeluarkan resolusi yang memberi sangsi kepada Iran. Resolusi DK PBB no 1737 itu melarang penjualan maupun transfer tehnologi nuklir yang sensitive kepada Iran (Bruno, 2010: 6). Karena tidak mendapat tanggapan serius dari Iran, maka  DK PBB kembali mengeluarkan resolusi pada bulan September 2008 yang berisi pemberian sangsi financial serta pelarangan bepergian kepada orang –orang dan perusahaan –perusahaan Iran. Sebelumnya, pada bulan Juni 2008, Uni Eropa (UE) juga memberlakukan sangsi kepada pihak –pihak yang bekerjasma dengan Iran. Sangsi UE ini berupa pembekuan aset sekitar 40 orang dan kelompok –kelompok yang melakukan kegiatan usaha dengan Bank Melli, yaitu bank terbesar di Iran. Negara –negara Barat menyayangkan Bank Melli yang mendukung program persenjataan nuklir Iran. Karena Iran tidak mau mengubah sikapnya, Kongres AS mendukung upaya pemerintah AS untuk memberikan sangsi kepada perusahaan –perusahaan yang melakukan kerjasama dengan pihak Iran. Dengan sangsi seperti ini, diharapkan Iran semakin terisolir dalam pergaulan internasional. Berkaitan dengan semakin kerasnya sangsi terhadap Iran, RRC meyatakan ketidaksetujuannya. Dalam pandangan RRC, sangsi yang semakin keras tidak akan pernah menyelesaikan persoalan nuklir Iran.

Setelah mendapat tekanan Barat dan lembaga –lembaga internasional, seperti PBB, IAEA, maka pemerintah Iran bersedia mengadakan perundingan untuk membicarakan program nuklirnya. Perundingan yang diadakan Iran dengan negara –negara besar, pada bulan Oktober 2009, tidak banyak membawa hasil. Iran menolak menyerahkan bahan –bahan uranium ke pihak Barat. Perundingan terakhir, yang diadakan di Istambul, Turki bulan Januari 2011 juga tidak membawa hasil. Iran mengajukan agenda perundingan yang ditolak partner rundingnya, seperti AS dan UE karena menyangkut perlucutan senajata global, persenjataan Israel dan pangkalan militer AS. Sedangkan AS dan sekutunya mengajukan agenda perundingan mengenai pengayaan uranium Iran. Pemerintah  Iran selalu menyatakan bahwa program nuklir negaranya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan energi domestik. Iran menganggap bebas untuk mengembangkan program nuklirnya serta tanpa campur tangan asing.  Iran menganggap dirinya sejajar dengan negara –negara lain, seperti Israel, India, Pakistan, Korea, yang leluasa mengembangkan program nuklirnya tanpa adanya intervensi pihak –pihak lain. Bahkan, pada bulan November 2009, pemerintah Iran mengumumkan persetujuannya untuk membangun 10 instalasi pengayaan nuklir baru; bahkan  pada tahun berikutnya, Iran memutuskan untuk meningkatkan level pengayaan uraniumnya dan Presiden Ahmadinejad menyatakan Iran sebagai “negara nuklir”. 

Menanggapi sikap keras Iran seperti itu, Direktur Jendral IAEA yang baru, Yukiya Amano,  berkeyakinan bahwa Iran tengah melakukan pembangunan persenjataan nukir. Amano mengungkapkan bahwa Iran tidak mau bekerjasama, dan bahkan mengijinkan IAEA  melakukan inspeksi terhadap reaktor nuklirnya. Menurut Amano, semuanya ini diperlukan untuk membuktikan bahwa program nuklir Iran memang dimaksudkan untuk tujuan –tujuan damai(Bruno, 2010: 7).

Penutup
Pada mulanya, program nuklir Iran ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan energi domestik. Negara –negara Barat, terutama AS, banyak memberikan bantuan untuk program tersebut. Karena berbagai pertimbangan, ada indikasi Shah Reza Pahlevi, memiliki hasrat mengembangkan persenjataan nuklir pula. Munculnya Revolusi Islam Iran 1979, sempat menghentikan  ambisi program nuklir Iran. Pertengahan dekade 1980an, ketika program nuklir Iran dihidupkan lagi, AS menentangnya. Pemerintah AS yang banyak dirugikan dengan munculnya Revolusi Islam Iran, menganggap Iran melanggar prinsip –prinsip NPT dan Safeguards Agreement. Bahkan AS mengajak negara –negara lain serta badan –badan internasional untuk menghentikan program nuklir Iran dan memberikan sangsi kepada negara itu. Mereka mempertanyakan akuntabilitas Iran dalam program pengembangan nuklirnya.

Sebaliknya, pemerintah Islam Iran selalu beranggapan bahwa program nuklir negaranya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik dan untuk tujuan –tujuan damai. Iran beranggapan bahwa negaranya mempunyai hak yang sama dengan negara –lain untuk mengembangkan program nuklirnya tanpa adanya diskrimnasi dan intervensi. Iran yang mendeklarasikan dirinya sebagai “negara nuklir”, tidak senang dengan sikap ambivalen Barat dan badan –badan internasional. Disatu pihak mereka mencampuri program nuklir negaranya, akan tetapi di lain pihak, mereka membiarkan program serupa yang dikembangkan di Israel, India dan pakistan.


Perundingan Iran disatu pihak dengan Barat dan badan –badan internasional, seperti PBB, IAEA dilain pihak, tidak pernah mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak mempunyai agenda masing –masing yang masih terlalu sulit dipertemukan. 
Daftar Pustaka.
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